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RINGEKASAN
Tujuan pelaksanaan wajib  belgjar pendidikan 12 tahuen adalah  untuk

meningkatkan kualitas Sumber Dava Manusia (SDM) di Sumatera Barat Potensi
untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun ini  sangat tinggi. hal ini
sesual dengan perencansan pembangunan pendidikan dalam RPIP 2005-2025 dan
RPIM 2006-2010 provinsi Sumatera Barat, dan didukung oleh kebijakan pemerintah
provinsi Sumatcra Barat melalui pengalokasian dana uniuk sektor pendidikan
mencapai 20 dan APBD.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pendidikan pada jenjang
pendidikan SMAMASME, merencanskan kebutuhan komponen pendidikan dan
menghitung lama waktu pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun, menyusun
strategi dan kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan
12 tahun, serta menganalisis kebutuban anggaran pendidikan pemerintah provinsi
sumatcera Barat untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Data penelitian menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik {BP3),
Sumatera Baral dalam Angka, Statistik Kewangan Daerah, dan data profil pendidikan
dinas pendidikan Provinsi Sumatera Baral, Metode analisis yvang digunakan vailu
analisis perhitungan indikator pendidiken, analisis perencanaan, analisis SWOT
(Strength, Weaknesses, Oppornmities, Threar), dan Analisis Angearan Pendidikan.

Hasil perhitungan indikator pemeratasn dun perluasan pendidikan, capaian
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjane

pendidikan SMAMASME masih rendah merupakan  indikator masih belum



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan
bangsa, scjarah menunjukan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negari-
negara maju adalah tersedianya sumber dava manusia yang terdidik dalam
jumlah, jenis, dan tingkat yang memadai. Oleh karena itw, hampir semua bangsa
menempatkan pembangunan pendidikan schagai prioritas utama dalam prograin
pembangunan nasional mereka. Sumber daya manusia vang bermutu, yvang
merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan
suatu negara, (Depdiknas, 2008a),

Sumber daya manusia merupakan merupakan salah satu modal dasar
pembangunan nasional. Pembangunan suatu bangsa memerlukan critical mass,
vaitu sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu vang memadai sebagai
pendukung pembangunan. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu mengupayakan
adanya jumlah tertentu dari penduduk Indonesia agar memiliki tingkat dan Jjenis
pendidikan serta keahlian terientu untuk memenuhi critical mass tersehut,
{ Depdiknas, 2008b).

Menyadari hal tersebut di atas pada tahun 1984 telal; dicanangkan program
wajib belajar pendidikan dasar 6 twhun, vang kemudian pada tahun 1994
dilanjutkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang
merupakan salab satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia
Indonesia. Program ini mentargetkan semua wargs negera Indonesia memiliki
pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik.

Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mentargetkan

)



bahwa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah tuntas pada tabun
2008, sehingga dacrah-daerah yang telah berhasil menuntaskan program wijib
belajar pendidikan d.asﬁ.r 9 tabun, digrahkan untuk merintis dan melaksanakan
program wajib belajar 12 talyun, Dengan bekal ini diharapkan seluruh warga
negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lehib lanjut yang akhimya
mampue memilih dan mendapatkan pekerjaan vang sesuai dengan potensi vang
dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. (Depdiknas, 2008a).

Keunggulan suatu banpsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam.
melaimkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDIM), vaitu tenaga terdidik
yang mampu menjawab lantangan-tantangan yang sangat cepal, Sccara mutu
SDM Indonesia saat ini masih ketingggalan dan berada di bilakang SI?M negara-
negara maju dan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Laporan United
Mation Development Program (UNDP) dapat dijadikan acusn wntuk melihat mutu
manusia Indonesia dibandingkan negara-negara lain, yang terangkum dalam Human
Development Index (HDD) ataw Indeks Pembangunan Manusia (IPM). dad 177
negara, posisi Indonesia berada pada ranking 108,

Tantangan paling scrius yang dihapadi bangsa ini dimasa depan adalah
fenomena globalisasi yang lidak mungkin dihindari, schingga harus dihadapi dengan
segala  konsckuensinya,  Fenomena  plobal adalah efek dad kemajuan ilmo
pengetahuan dan teknologi informasi. Diberlakukannye AFTA 2003 (dsean Free
frade Area). APEC 2000 (Asia Pacific Ecoromic Cooperation) dan WTO 2020
(Weordd Trade of Organization), harus diantisipasi dan disiasati sejak dini agar kita

menjadi bangsa yang kompetitif, (Meh karena itu, semua upava bangsa, termasuk



BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Tujuan  pelaksanaan waji-h belajar pendidikan 12 tahun  adalah  untk
meningkatkan koalitas Sumber Dava Manusia (SDM) di Sumatera Barat, Polensi
uniuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun ini sangat tingpi, hal ini
sesuni dengan perencanaan pembangunan pendidikan dalam RPIP 2005-2025 dun
RPIM 2006-2010 provinsi Sumatera Barat, dan didukung oleh kebijakan pemerintah
provinsi Sumatera Barat melalui pengalokasian dans untuk  sektor pendidikan
mencapal 20% dari APRID.

Feberhasilan pendidikan pada jenjang pendidikan SMAMASMIL diliba
dengan besarnya indikator pemeratasn dan perluasan pendidikan, vang meliputi:
pencapaian Angka Parlisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
jenjang pendidikan SMA/MA/SME vang masih rendah merupakan indikator masih
belum twuntasnya pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan SMAMASME di
provinsi Sumatern Barat. Rasio Siswa per Guru (R-5/G) berdasarkan  hasil
perhitungan diperoleh terlalu banvaknya jumlah guru vang ada di Sumatera Barat
pada jenjang pendidikan SMAMASME. Rasio Siswa per Kelas (R-5/K) berdasarkan
hasil perhitungan jumlah siswa per kelas masih di bawah dari standar deal, sehingga
masih nemungkinkan penambaban jumlah siswa untk  mengikut pendidikan
SMAMASME di Sumatera Barat. Sedangkan Rasio Siswa per Sckolah (R-5/5]
menunjukan berlebihnya jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SMAMASME di
Sumaters Barat, Oleh karena ilu dibutuhkan kebijakon dari Dinas Pendidikan untuk
melakukan  verifikasi  kelayakan sekolah vang  ada pada jenjang pendidikan

SMAMASME.
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